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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.     Latar Belakang 

Negara  Indonesia  memiliki  beraneka ragam  corak  dan  bermacam  

ragam  suku bangsa yang membuat bangsa Indonesia memiliki ragam suku, 

budaya, bahasa, ras, agama,  kebiasaan dan adat   istiadatnya. Indonesia   

dikenal memiliki keanekaragaman adat  budaya,  sekalipun  demikian  tetap  

diakui  sebagi satu  bangsa  Indonesia. Banyak daerah yang  terdapat  dalam  

wilayah Indonesia  memiliki  hukum  adatnya  sendiri  dan  aturannya  juga 

berbeda  antar  yang  satu  dengan  yang lainnya.1 

Eksistensi adanya masyarakat adat di negara Indonesia tentu telah 

diakui dan terdapat dalam pengaturan hukum nasional negara Indonesia, hal 

tersebut didasari oleh  adanya pengakuan terhadap masyarakat adat pada 

Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disingkat menjadi UUD 1945) 

yang secara tegas menyebutkan : 

 Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa;  

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang 

masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam 

UndangUndang”  

Lalu dilanjutkan dengan penghormatan kepada masyarakat adat yang 

disebutkan dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa; “ 

                                                           
1 Sri Wahyu Kridasakti et.al., Restorative Justice Tindak Pidana “Elopement 

Hukum Adat dalam Konstruksi Hukum Pidana Positif Indonesia, Jurnal Supremasi, Volume 

12 Nomor   tahun 2022, hal 95. 
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Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan 

perkembangan zaman dan peradaban.” 

Dasar    hukum    lain yang mengatur tentang hukum adat   adalah    

melalui    Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  atau  yang  disingkat   

Permendagri   Nomor   52   Tahun   2014    tentang    Pedoman    Pengakuan    

dan    Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang merupakan dasar bagi 

semua Kepala Daerah di     seluruh     wilayah     Indonesia     untuk     

memberikan   pengakuan   serta   menerapkan   perlindungan  bagi  

masyarakat  hukum  adat  di Indonesia.2 

Penyelesaian  sengketa  dapat  dilakukan  melalui  beberapa cara  yang  

pada  dengan suatu keberadaan manusia itu sendiri dengan hakikatnya ada 

dalam sistem penyelesaian sengketa. Dengan segala   kelebihan   dan   

kekurangan   yang   diberikan   oleh   Tuhan   kepada   manusia, membawa  

manusia  itu  kedalam  bermacam-macam  konflik,  baik  dengan  manusia  

lain, alam  lingkunganya,  maupun  dengan  dirinya  sendiri.  Namun  selalu  

berusaha  untuk mencari cara dalam menyelesaikan konflik tersebut.3 

Beberapa penyelesain perkara yang terjadi di Indonesia tidak hanya di 

lakukan dengan menggunakan jalur pengadilan formal seperti yang 

dituangkan dalam peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di  

Indonesia,  namun  perkara juga dapat diselesaikan dengan perantara  

hukum adat yang berlaku di setiap daerah. Proses penyelesaian perkara 

pidana melalui  hukum  adat  masih  dipakai  sampai  saat  ini  oleh  

                                                           
2 Rini Apriyani. Keberadaan Sanksi Adat Dalam Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat, 

Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 6, No. 3 tagun 2018, hal 228. 
3 La Syarifuddin, Sistem   Hukum   Adat   Terhadap   Upaya   Penyelesaian Perkara 

Pidana, Jurnal Risalah Hukum, Volume 15, Nomor 2 tahun 2019, hal 3. 
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masyarakat  adat. Dalam hukum adat tersebut ada hukum yang mengatur 

masalah harta benda dan kekeluargaan dan terdapat juga hukum delik adat 

yang dapat juga disebut sebagai hukum pidana adat, atau hukum 

pelanggaran adat. Pada hakikatnya suatu delik adat itu merupakan suatu 

tindakan yang melanggar keadilan dan kepatuhan yang hidup dimasyarakat, 

sehingga dapat menimbulkan terganggunya ketentraman serta 

keseimbangan masyarakat tersebut, guna memulihkan keadaan tersebut 

maka peran penting hukum adat sangat dibutuhkan.4   

Hukum delik adat adalah aturan aturan hukum adat yang mengatur 

peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya 

keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan agar keseimbangan 

masayarakat tidak terganggu. Ada semacam kesepakatan hukum yang 

disepakati oleh masyarakat adat tertentu tanpa henti, dari generasi ke 

generasi, tentang suatu yang dilarang atau suatu yang diperbolehkan. Suatu 

yang dilarang inilah apabila dilanggar akan mendapat sanksi untuk 

mewujudkan keadilan, baik keadilan bagi si pelanggar, keadilan bagi 

seseorang yang dilanggar, termasuk mewujudkan keadilan masyarakat adat 

seutuhnya.5 

Selain dengan menggunakan hukum adat sebagai alternatif 

penyelesaian perkara, di indonesia saat ini mengenal sistem penyelesaian 

perkara diluar pengadilan, yaitu konsep Restorative Justice atau Keadilan 

Restoratif yang dianggap mirip dengan konsep hukum adat yang telah lama 

diterapkan oleh masyarakat adat, dimana kedua cara ini sama sama 

                                                           
4 Laksanto Utomo, Hukum Adat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 126. 
5 Fery Kurniawan.  Hukum Pidana Adat sebagai sumber pembaharuan Hukum Pidana 

Nasional, EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis.2016, hal 12. 
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bertujuan untuk pemulihan hubungan sosial bagi pelaku dan korban,dan 

sejalan dengan   konsep     negara     Indonesia     yang  mengedepankan 

nilai musyawarah seperti sila ke empat Pancasila  (win-win  solution) hal 

tersebut merupakan  yang paling bijak untuk diwujudkan yang berfokus 

untuk menyembuhkan luka yang diderita korban (fisik maupun psikis), 

membuat pelaku menjadi taat hukum, memperbaiki hubungan sesama 

manusia serta kepada masyarakat akibat suatu tindak pidana.6  

Dalam hukum pidana, terdapat dua konsep kejahatan, yaitu mala 

prohibita dan mala per se (mala in se). Mala prohibita, merujuk pada 

tindakan yang dianggap kejahatan karena ditetapkan oleh undang-undang, 

meskipun tindakan tersebut mungkin tidak merugikan pihak lain. 

Sebaliknya, mala in se menggambarkan perbuatan yang dianggap jahat 

bukan hanya karena undang-undang menyatakannya demikian, tetapi juga 

karena tindakan tersebut melanggar norma umum, moralitas, serta prinsip-

prinsip hidup dalam masyarakat yang beradab. Menurut Hans Kelsen dalam 

General Theory of Law and State, pembagian antara mala prohibita dan 

mala in se hanya berlaku dalam teori hukum pidana tradisional. Ia 

menjelaskan bahwa suatu tindakan bisa dianggap sebagai tindak pidana 

dalam satu komunitas, namun tidak demikian di komunitas lainnya karena 

perbedaan nilai moral. Dalam konteks penganiayaan yang termasuk mala in 

se, Restorative Justice mungkin masih dapat diterapkan, namun hanya untuk 

kasus penganiayaan ringan dan tidak melibatkan dampak fatal, seperti 

kematian korban. Syarat lainnya adalah adanya persetujuan dari kedua belah 

                                                           
6 I Made Wahyu Chandra Satriana. 2021. Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative 

Justice, Udayana University Press. hal 23. 
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pihak yang terlibat. Pendekatan ini sejalan dengan konsep Restorative 

Justice, yang mendorong penyelesaian masalah hukum secara harmonis 

tanpa harus selalu membawa kasus ke pengadilan.7 

Dalam beberapa tahun terakhir, konsep Restorative Justice mulai 

diperkenalkan dan diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. 

Restorative Justice berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, 

korban, dan masyarakat, serta penyelesaian konflik secara damai di luar 

jalur hukum formal. Konsep Restorative Justice atau Keadilan Restoratif 

diindonesia bermula diterapkan sebagai adasr hukum semenjak dibentuknya 

undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Konsep dan mekanisme keadilan restoratif ini selanjutnya diterapkan di 

kepolisian untuk menangani tindak pidana ringan oleh orang dewasa dengan 

berpedoman pada Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor 

SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) 

Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. 

Pasal 1 peraturan Kejaksaan RI No.15 Tahun 2020 tentang 

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative menyebutkan 

bahwa Restorative Justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana 

dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain 

yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan 

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan 

pembalasan. Tindak pidana menurut kaca mata keadilan restoratif, adalah 

                                                           
7 ARTIKEL DJKN, Peran Hakim terkait Dengan Mala In Se versus Mala Prohibita, 

Dalam Hukum Pidana, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palopo/baca-artikel/15198/Peran-Hakim-terkait-Dengan-

Mala-In-Se-versus-Mala-Prohibita-Dalam-Hukum-Pidana.html# diakses pada 27 September 2024 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palopo/baca-artikel/15198/Peran-Hakim-terkait-Dengan-Mala-In-Se-versus-Mala-Prohibita-Dalam-Hukum-Pidana.html
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palopo/baca-artikel/15198/Peran-Hakim-terkait-Dengan-Mala-In-Se-versus-Mala-Prohibita-Dalam-Hukum-Pidana.html
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suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan 

restoratif, dapat dilaksanakan melalui mediasi korban dengan pelanggar,  

musyawarah kelompok keluarga, pelayanan di masyarakat yang bersifat 

pemulihan baik bagi korban maupun pelaku.  

Untuk mencapai tujuan hukum seperti keadilan, kepastian hukum, dan 

kemanfaatan, penerapan keadilan restoratif begitu penting dan diperlukan. 

Seiring dengan berkembangnya sistem dan metode penegakan hukum dalam 

masyarakat, kehadiran konsep keadilan restoratif dianggap penting karena 

mencerminkan keadilan sebagai suatu keseimbangan dalam kehidupan 

manusia. Pelaku kejahatan yang melakukan tindakan menyimpang 

dipandang telah merusak keseimbangan ini. Oleh karena itu, keadilan 

restoratif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan tersebut dengan 

menekankan bahwa hukum pidana bukanlah sarana balas dendam, 

melainkan upaya untuk mengembalikan kondisi seperti sebelum kejahatan 

terjadi. Hal ini dapat dicapai dengan meminta pelaku kejahatan untuk secara 

sadar mengakui kesalahannya, meminta maaf, serta mengembalikan 

kerugian yang dialami oleh korban, sehingga kondisi korban bisa kembali 

seperti semula atau setidaknya mendekati keadaan awal yang memenuhi 

rasa keadilan korban.8 

Salah satu kota di wilayah provinsi Sumatera Selatan, Indonesia, 

selain melalui proses hukum formal yang dilakukan di Kejaksaan, 

penyelesaian perkara juga juga dapat dilakukan melalui mekanisme adat 

yang dikenal dengan tradisi Tepung Tawar Perdamaian. Tepung tawar  

                                                           
8 Raisya Mizan Alfiyyah, Skripsi: Implementasi Restorative Justice dalam Pelaksanaan 

Tradisi Tepung Tawar pada Penyelesaian Tindak Pidana Perkeleahian (Begocoan) Di masyarakat 

desa sugih waras Ogan Komering Ilir (Indralaya : Universitas Sriwijaya, 2023), hal 9 
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merupakan  suatu  tradisi  yang  sering dilakukan oleh masyarakat Suku 

Melayu. Tradisi sendiri dapat    diartikan    sebagai    aturan    terkait    

bagaimana hubungan  antara  manusia  dengan  manusia  lain  maupun 

terhadap alam sekitarnya sebab tradisi dapat berkembang menjadi  suatu  

norma  dan  aturan  sehingga  memiliki ancaman   serta   sanksi   

bagi   pelanggarnya.9 

Tradisi ini telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat 

setempat dan dipercaya mampu meredakan konflik serta mengembalikan 

harmoni sosial. di sumatera selatan masih banyak daerah yang 

menggunakan cara cara adat tradisi Tepung Tawar sebagai penyelesaian 

pertikaian. Tradisi tersebut kerap kali masih digunakan sampai saat 

sekarang di beberapa daerah di sumatera selatan. Di Sumatera Selatan 

diyakini oleh masyarakat bahwa bila terdapat pihak yang bertikai maka 

kedua pihak harus melakukan tepung tawar, agar segala rasa marah, 

dendam, sakit hati yang mewabah di dalam hati orang yang bertikai tersebut 

akan hilang atau tawar alias tidak ada rasa lagi.10 

Sebagai media penyelesaian konflik yang terjadi,  Restorative Justice 

dan Tradisi Tepung tawar tentu saja memiliki  kesamaan baik cara cara 

maupun tujuannya. Namun, meskipun memiliki tujuan yang serupa, kedua 

pendekatan ini memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal prosedur, 

pelaksanaan, dan dampaknya terhadap masyarakat.  

 

                                                           
9 Edwin Nurdiansyah, et al, Tepung Tawar Perdamaian: Resolusi Konflik Berlandaskan 

Nilai-Nilai Pancasila di Sumatera Selatan, Jurnal Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan 

Sosial, Vol. 7, No. 2 tahun 2023, hal 288. 
10 Ibid  
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Mengingat hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengangkat tema tersebut dengan judul :  

“Penyelesaian Perkara Penganiayaan Ringan (Studi Komparatif 

Konsep Keadilan Restoratif dan Tradisi Tepung Tawar menurut 

Hukum Adat Masyarakat Taba Pingin)” 

B.     Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis 

mengemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah mekanisme dan prosedur hukum adat tradisi Tepung 

Tawar pada masyarakat kelurahan taba pingin dalam menyelesaikan 

perkara tindak pidana penganiayaan ringan? 

2. Bagaimanakah perbedaan dan persamaan antara penyelesaian perkara 

penganiayaan ringan melalui Keadilan Restoratif menurut Peraturan 

Kejaksaan RI No.15 Tahun 2020 dan tradisi hukum adat Tepung 

Tawar?  

C.     Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan langkah utama 

dalam menentukan arah sasaran yang dapat dicapai dalam suatu penelitian. 

Maka dalam penelitian ini memiliki tujuan yaitu : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penyelesaian perkara 

tindak pidana penganiayaan melalui pendekatan Restorative Justice 

dengan penyelesaian berdasarkan hukum adat tradisi Tepung Tawar di 

Kelurahan Taba Pingin, Kota Lubuklinggau.  
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2. Untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan masing-masing 

pendekatan baik itu dari konsep keadilan restoratif dan tradisi tepung 

tawar serta memahami bagaimana kedua sistem tersebut diterapkan 

dalam kasus penganiayaan.  

D.     Manfaat Penelitian   

Manfaat dalam melakukan penelitian ini adalah agar penulis dapat 

memberikan manfaat kepada seluruh pihak yang membutuhkan setelah 

penelitian ini selesai, beberapa manfaat yang diharapkan dapat dicapai 

dengan adanya penelitian ini adalah : 

1. Manfaat  Teoristis  

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan teori dalam bidang hukum, terutama dalam memahami 

dan menganalisis bagaimana pendekatan restorative justice dapat 

dibandingkan dengan hukum adat tradisi Tepung Tawar. Hal ini penting 

untuk memahami dinamika antara sistem hukum formal dan hukum 

adat dalam konteks penyelesaian perkara pidana di Indonesia. penelitian 

ini memperdalam pemahaman tentang interaksi antara hukum adat dan 

hukum formal dalam konteks penegakan hukum. Penelitian ini akan 

mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar yang mendasari efektivitas 

masing-masing pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana 

penganiayaan. 

2. Manfaat Praktis  

a) Bagi Masyarakat Taba Pingin Kota Lubuklinggau. Adanya 

penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta 
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pemahaman kepada masyarakat terutama masyarakat taba pingin 

terhadap alternatif penyelesaian perkara untuk perkelahian dan 

penganiayaan ringan menggunakan tradisi adat yang masih dipakai 

di beberapa daerah sehingga masyarakat dapat memahami bahwa 

penyelesaian perkelahian menggunakan hukum adat berupa Tradisi 

Tepung Tawar itu erat kaitannya dengan pertimbangan hukum 

nasional yang berlaku.  

b) Bagi Pemerintah 

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat dipertimbangkan 

menjadi suatu masukan atau saran bagi pemerintah daerah dalam 

menentukan kebijakan yang ada terkait dengan pemberian alternatif 

penyelesaian perkara pidana penganiayaan dengan menggunakan 

tradisi hukum adat berupa Tradisi Tepung Tawar Perdamaian yang 

berkaitan dengan pertimbangan hukum nasional yang berlaku.  

c) Bagi Institusi Penegak Hukum 

Penulis berharap pelitian ini dapat menjadi acuan menyampaikan 

informasi kepada masyarakat dan lembaga penegak hukum, 

khususnya kejaksaan, terkait dengan kewenangan yang dimiliki 

oleh institusi tersebut. terkhusus dalam bidang penyelesaian tindak 

pidana di luar pengadilan melalui sarana penyelesaian  Restorative 

Justice pada penyelesaian tindak pidana ringan serta memberikan 

kontribusi bagi kejaksaan sebagai sebuah tinjauan atau upaya maju 

yang membuahkan hasil terhadap pelaksanaan Restorative Justice 

sebagai upaya penyelesaian perkara diluar pengadilan. 
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E.   Ruang Lingkup  

Dalam penulisan skripsi ini akan membahas mengenai bagaimana peran 

hukum adat khususnya tradisi tepung tawar dalam menyelesaikan konflik 

penganiayaan ataupun perkelahian di masyarakat. Penelitian akan mengkaji 

dan memahami sejauh mana pengakuan atau ruang yang didapat bagi  

eksistensi dan pelaksanaan hukum adat dalam penyelesaian konflik, serta 

bagaimana hukum adat ini berperan dalam konteks hukum modern di 

Indonesia. Ruang lingkup penelitian ini adalah penelitian ini akan 

membandingkan antara mekanisme restorative justice dengan mekanisme 

penyelesaian perkara melalui hukum adat, khususnya tradisi Tepung Tawar 

yang ada di Sumatera Selatan kelurahan taba pingin. Perbandingan ini 

mencakup cara-cara pelaksanaan, tahapan-tahapan yang dilalui, pihak-pihak 

yang terlibat, serta hasil akhir dari kedua pendekatan tersebut. Fokusnya 

adalah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara kedua metode 

penyelesaian konflik ini. Penelitian akan mengkhususkan kajian pada wilayah 

Provinsi Sumatera Selatan, dengan fokus utama pada kelurahan taba pingin 

kota Lubuklinggau. Di sini, akan dieksplorasi bagaimana Tradisi Tepung 

Tawar digunakan sebagai mekanisme penyelesaian konflik dalam kasus 

penganiayaan ringan dan bagaimana ini dibandingkan dengan penerapan 

Restorative Justice yang diatur pada Peraturan Kejaksaan RI No.15 Tahun 

2020. Studi kasus ini akan mencakup analisis perundang-undangan, 

dokumen-dokumen terkat serta wawancara langsung kepada pemangku adat. 
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F.   Kerangka Teori 

1. Teori Perbandingan Hukum 

Studi perbadingan hukum adalah suatu kegiatan penelitian untuk 

membandingkan hukum dari suatu negara dengan negara yang lainnya 

atau hukum dari waktu tertentu dengan hukum di waktu yang lain. Hal itu 

juga termasuk membandingkan putusan putusan pegadilan untuk masalah 

yang serupa. Hal ini adalah untuk mengidentifikasi dari terjadinya masalah 

yang ada dan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu. 

Penyingkapan dari adanya penelitian hukum perbandingan dapat menjadi 

rujukan bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan.11 

Pada penelitian komparatif, tidak hanya mengungkapkan 

perbedaannya saja namun juga persamaannya, persamaan dari 

perundangan atau produk hukum bisa saja terjadi karena adanya 

persamaan dari sistem hukumnya walaupun dari cara pelaksanaannya 

terdapat perbedaan.12 

Menurut romli Atmasasmita13 perbandingan hukum merupakan 

suatu ilmu yang secara sistematis mempelajari dua atau lebih sistem 

hukum dengan memakai metode perbandingan dimana dikuatkan dengan 

definisi dari Lemaire yang ,engatakan bahwa perbadingan hukum adalah 

sebagai cabang ilmu yang perbandingannya dibalut dalam ruang lingkup 

                                                           
11 Peter Mahmud Marzuki, 2005. Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, hal 133. 
12 Ibid  
13 Romli Atmasasmita. 2000. Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, 

Bandung. hal 12. 
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yang berisi kaidah-kaidah hukum, persamaan dan perbedaanya, sebab-

sebabnya serta dasar-dasarnya.14 

Ilmu perbandingan hukum secara epistemologis dan ontologis 

berfokus pada kajian berbasis pengetahuan keperbandingan, yang tidak 

hanya bertujuan menghasilkan wawasan baru tetapi juga memvalidasi ilmu 

itu sendiri. Begitu juga dengan ontologis, kajian ini secara khusus 

mempelajari apa saja yang menjadi objek perbandingan dan faktor-faktor 

yang membuat suatu objek dapat dibandingkan (comparable). Dari aspek 

ini, diskusi mengenai ilmu perbandingan hukum berkembang 

menjadi lebih kompleks.15 

Dari sudut pandang epistemologis dan ontologis, dapat dipahami 

bahwa diskusi mengenai ilmu perbandingan hukum tidak hanya sebatas 

membandingkan berbagai hal. Proses perbandingan ini harus didasarkan 

pada landasan pengetahuan yang lebih mendalam. Dalam ranah ini, dua 

aspek utama dipertimbangkan: pertama, bagaimana pengetahuan yang 

dihasilkan dari perbandingan dapat menciptakan pengetahuan baru; dan 

kedua, validasi apa yang digunakan untuk memastikan bahwa pengetahuan 

tersebut dapat dianggap valid. Epistemologi, dengan demikian, berperan 

dalam memberikan arah agar studi perbandingan mampu menghasilkan 

pengetahuan baru yang teruji dan valid. Secara ontologis, terdapat dua 

aspek penting yang menjadi perhatian, yaitu objek apa yang layak 

                                                           
14 Ibid hal 9. 
15 Ratno Lukito.“Compare But Not to Compare”: Kajian Perbandingan Hukum di 

Indonesia, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 2 hal 262 tahun 2022. 
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diperbandingkan dan alasan yang membuat objek tersebut dapat 

dibandingkan.16 

2. Teori Tujuan Pemidanaan 

Hukum pidana tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan 

balasan atau hukuman atas kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang. 

Lebih dari itu, tujuan utama hukum pidana adalah untuk mendidik dan 

memperbaiki perilaku individu tersebut. Dengan memberikan sanksi 

tindakan tersebut, diharapkan pelaku kejahatan dapat menyadari 

kesalahannya dan terdorong untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa 

depan. Dengan demikian, hukum pidana berperan penting dalam 

mencegah terjadinya pelanggaran yang sama, menjaga ketertiban umum, 

serta melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang dapat ditimbulkan 

oleh pelaku kejahatan.17 

Teori pemidanaan ini sebenarnya mengalami evolusi sejalan 

dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Seiring 

waktu, teori ini berkembang sebagai respons terhadap kompleksitas 

perilaku kejahatan yang muncul dalam dinamika sosial. Munculnya 

berbagai bentuk kejahatan di tengah interaksi sosial masyarakat 

mendorong lahirnya konsep pemidanaan yang bertujuan untuk 

memberikan solusi atas permasalahan ini. Dengan demikian, teori 

pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menghukum 

pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai cerminan dari nilai-nilai dan norma 

                                                           
16 Ibid hal 262-263. 
17 Topo Santoso, 2020,  Hukum Pidana: suatu pengantar, PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, hal 163 
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yang berlaku dalam masyarakat tersebut, yang terus berkembang seiring 

dengan perubahan sosial.18 

Pada Teori Tujuan Pemidanaan ini atau disebut juga dengan 

Falsafah Pemidanaan, terdapat 3 macam  konsep, dimana konsep-konsep 

terssebut memiliki pandangan yang berbeda dalam tujuan dijatuhkannya 

tindak pidana, konsep tersebut adalah, teori absolut (Retributif), teori 

Relatif (Utilitarian), dan teori gabungan.19 Sanksi pidana merupakan saksi 

yang berat apabila dibandingan dengan sanksi hukum yang lainnya, karena 

sejatinya negara harus melindungi dan menjamin keamanan serta 

ketenangan rakyatnya, namun negara jugalah yang menjatuhkan pidana 

bagi sebagian rakyatnya yang melanngar hukum pidana. Maka dengan 

penjatuhan pidana tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah apa tujuan 

dari adanya penjatuhan pidana tersebut.  

a) teori absolut 

teori ini dapat dikatakan bahwa adanya suatu sanksi atau 

hukuman adalah untuk pembalasan yang sesuai dengan apa yang telah 

dilakukan oleh pelaku kejatahatan maka pelaku tersebut haruslah 

mempertanggung jawabkan perbuatannya, teori ini sudah lama 

digunakan oleh setiap negara dan diterima karena teori ini 

berhubungan erat dengan pengalaman manusia. Dimana setiap 

serangan (perbuatan jahat) yang dilakukan orang lain harus dibalas 

dengan serangan juga (pembalasan), namun dijatuhkannya 

oembalasan tersebut bukan untuk membalas dendam tapi untuk 

                                                           
18 Ibid. 
19 Ibid. 
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membalas perbuatan pelaku. Atau dengan kata lain teori ini 

menyebutkan bahwa tujuan pidana hanya untuk pidana saja dan tidak 

mempedulikan manfaatnya bagi si pelaku.20 

Bagi pelaku kejahatan, terdapat aturan moral yang menuntut 

agar mereka menerima hukuman. Hukuman merupakan akibat yang 

wajar dari tindakan kriminal yang telah dilakukan. Immanuel Kant 

berpendapat bahwa kejahatan itu menciptakan ketidakadilan, sehingga 

harus dibalas dengan hukuman yang setimpal. Sementara itu, menurut 

Herbart, tindak kejahatan menyebabkan ketidakpuasan di tengah 

masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengembalikan rasa keadilan, 

masyarakat perlu diberikan kepuasan melalui pemberian sanksi 

pidana kepada pelaku.21 

b) teori relatif 

Berbeda dengan teori absolut yang merupakan pembalasan saja, 

teori relatif yang sering disebut sebagai falsafah tujuan sebab dengan 

pidana adalah keinginan dicapainya tujuan tertentu, bukan hanya 

untuk pidana saja, konsep ini melihat tujuan penjatuhan pidana dari 

segi kegunaan.  Dimana menurut konsep ini penjatuhan pidana 

bertujuan untuk memperbaiki sikap atau perilaku dari pelaku tindak 

pidana dan mencegah agar orang lain tidak melakukan tindakan yang 

serupa. Dalam teori ini pidana harus memandang masa depan 

(forward looking). Pidana harus ada tujuan dan manfaat baik itu untuk 

                                                           
20 Ibid. hal 165 -166. 
21 Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana,  (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal 

27. 
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pelaku, korban, ataupun masyarakat, bambang poernomo menyatakan 

: 

“Berhubung teoeri pembalasan kurang memuaskan, kemudian 

timbul teori tujuan yang memberikan dasar pikiran bahwa 

dasar hukum dari pidana terletak pada tujuan pidana itu 

sendiri. Pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka 

harus dianggap disamping tujuan lainnya terdapat tujuan pokok 

berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (de handving 

der maatschappelijk orde).” 

Topo santoso dalam bukunya “Hukum pidana” membagi 

falsafah relatif menjadi 8 bagian yaitu : a) general detterence 

(pencegahan umum), b) specific detterence (pencegahan khusus), c) 

rehabilitation (memperbaiki si pelaku), d) social protection, e) 

incapacitation (pemisahan), f) isolation (pengasingan), g) 

reintegration (intergrasi kembali) h) restitution.22 

c) teori gabungan 

Teori ini berlandaskan pada konsep bahwa hukuman diberikan 

sebagai bentuk pembalasan sekaligus upaya menjaga ketertiban 

masyarakat. Teori ini menggabungkan unsur dari teori absolut dan 

teori relatif. Jika teori gabungan ini lebih menekankan pada aspek 

pembalasan, maka pembalasan tersebut harus tetap berada dalam batas 

yang diperlukan dan cukup untuk menjaga ketertiban.23 Proses 

pemidanaan tidak boleh hanya mempertimbangkan kepentingan 

masyarakat atau pelaku semata, tetapi juga harus memperhatikan 

perasaan korban dan keluarganya. Dalam konsep keseimbangan, 

                                                           
22 Topo Santoso, 2020,  Hukum Pidana: suatu pengantar, PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, hal 173 
23 Ibid. hal 193. 
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pemidanaan harus mencakup ketiga aspek tersebut, yaitu kepentingan 

masyarakat, pelaku, dan korban.24 

3. Teori Keadilan Restoratif (Restorative Justice) 

Teori keadilan restoratif (Restorative Justice) adalah sebuah 

pendekatan dalam hukum pidana yang digunakan sebagai alternatif untuk 

menyelesaikan kasus-kasus pidana. Pendekatan ini muncul karena adanya 

kelemahan dalam proses penyelesaian perkara pidana secara konvensional, 

yang masih berpegang pada prinsip keadilan retributif. Prinsip retributif ini 

berfokus pada pembalasan terhadap pelaku melalui pemidanaan atau 

pemenjaraan. Namun, pendekatan ini sering kali tidak memberikan 

keadilan yang seimbang antara pelaku dan korban dalam sistem 

peradilan pidana.25 

Keadilan Restoratif kemudian di semutkan di dalam Pasal 1 angka 6 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak bahwa keadilan restoratif adalah Penyelesaian perkara tindak pidana 

dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain 

yang bersangkutan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil 

dengan menekankan pemulihan hubungannya seperti semula, dan bukan 

pembalasan. 

Keadilan restoratif merupakan teori yang menegaskan bahwa 

korban atau keluarganya memiliki hak untuk memperlakukan terpidana 

sebagaimana ia memperlakukan korban. Teori ini didasarkan pada 

                                                           
24 Syarif Saddam. Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan,  Halu Oleo Law Review 

Vol 6 Issue 2. Tahun 2022 
25 Topo Santoso, 2020,  Hukum Pidana: suatu pengantar, PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, hal 194-195 
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perbedaan mendasar dalam retributivisme, yaitu antara retributivisme 

negatif dan positif. Dalam pendekatan ini, keterlibatan langsung dari 

semua pihak dianggap sangat penting. Korban diberikan kesempatan untuk 

mendapatkan kembali kendali atas situasi, sementara pelaku didorong 

untuk bertanggung jawab atas tindakannya sebagai langkah dalam 

memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan serta membangun kembali 

sistem nilai sosialnya. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses ini tidak 

hanya memperkuat ikatan sosial, tetapi juga menanamkan nilai-nilai 

penghormatan dan kepedulian antaranggota masyarakat..26 

Dasar dari teori keadilan restoratif  berlandaskan pada keyakinan 

dan upaya untuk memastikan bahwa korban kejahatan atau keluarganya 

dapat kembali ke kondisi semula sebelum terjadinya tindak pidana. Tujuan 

utama dari pendekatan ini adalah memperoleh kejelasan atas peristiwa 

yang terjadi dengan memberikan dorongan kepada pelaku, memulihkan 

kerugian yang dialami korban, membantu korban berintegrasi kembali ke 

masyarakat, serta menekankan tanggung jawab bersama dalam 

proses pemulihan. Tujuannya adalah memberikan peluang bagi korban 

untuk berpartisipasi secara langsung dalam diskusi dan pengambilan 

keputusan terkait pelanggaran yang dialaminya, termasuk menentukan 

sanksi yang sesuai bagi pelaku serta mendengarkan secara langsung 

penjelasan dari pelaku mengenai pelanggaran yang terjadi, kemudian 

meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang 

lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas 

                                                           
26 Ibid. hal 195. 
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perbuatannya selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-

sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi 

berlangsung. Terakhir, pendekatan ini memberikan kesempatan bagi 

korban dan pelaku untuk berinteraksi dalam rangka memulihkan kembali 

harmoni sosial yang sempat terganggu akibat tindakan pelaku terhadap 

korban. Keadilan restoratif tidak hanya berfokus pada pelaku sebagai pusat 

utama proses hukum, tetapi juga bertujuan untuk memulihkan keadilan 

dan menegakkan hukum. Teori ini beranggapan bahwa hukuman pidana 

tidak sekadar berfungsi sebagai bentuk pembalasan atau pemulihan bagi 

pelaku kejahatan, meskipun tetap mengakui perlunya sanksi terhadap 

mereka. Namun, pendekatan ini lebih mengutamakan penyelesaian konflik 

dibandingkan dengan pemenjaraan. Menurut teori ini, pemenjaraan 

bukanlah solusi terbaik dalam menangani kejahatan, melainkan merupakan 

bentuk peradaban dalam sistem hukum pidana.27 

4. Teori Alternatif  Penyelesaian Sangketa 

Alternatif penyelesaian sengketa atau perkara merupakan suatu 

cara penyelesaian perkara yang dilakukan secara non-litigasi atau di luar 

pengadilan, langkah ini didasarkan pada kesepakatan diantara kedua belah 

pihak yang bersengketa yang di mana dalam pelaksanaannya dapat 

didampingi maupun tanpa didampingi pihak ketiga yang bersikap netral. 

Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 

menyebutkan mengenai APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) yaitu 

sebagai berikut:  

                                                           
27 I Made Wahyu Chandra Satriana, 2021. Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative 

Justice, Udayana University Press, hal 24-25 
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“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah suatu lembaga 

penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang 

disepakati oleh para pihak, melalui penyelesaian sengketa diluar 

pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, 

arbitrase,konsiliasi atau penilaian ahli.” 

 

Pada pengertian lain, menurut Maria Sumarjono Alternatif 

Penyelesaian Sengketa merupakan metode penyelesaian sengketa yang 

dilakukan di luar pengadilan, di mana penyelesaiannya dilakukan melalui 

proses negosiasi yang dipimpin atau dibantu oleh pihak ketiga yang bersifat 

netral dan tidak memihak pada salah satu pihak yang bersengketa. Pada 

prinsipnya, pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa. Mereka 

memiliki kebebasan penuh untuk menentukan metode penyelesaian sengketa 

yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Hal 

ini memberikan fleksibilitas bagi para pihak untuk memilih cara penyelesaian 

yang dianggap paling adil, efisien, dan nyaman. Alternatif penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan ini sering kali dipilih karena sarat dengan nilai 

nilai budaya, kebiasaan, dan adat yang hidup dalam masyarakat Indonesia, 

yang juga sejalan dengan cita-cita bangsa yang tercermin dalam UUD 1945.28 

Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan biasanya 

dilaksanakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Pendekatan ini 

sangat lazim di kalangan masyarakat adat, di mana berbagai konflik atau 

sengketa yang timbul sering kali diselesaikan melalui lembaga adat atau 

metode adat yang berlaku dalam komunitas tersebut. Dalam konteks 

penyelesaian perkara pidana, alternatif penyelesaian sengketa juga dapat 

                                                           
28 Maria S.W Sumardjono, et al, 2008, Mediasi Sengketa Tanah : Potensi Penerapan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan, Penerbit Buku Kompas, 

Jakarta, hal 4 
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diterapkan, terutama untuk kasus-kasus pidana ringan. Metode ini 

memungkinkan penanganan perkara pidana tanpa harus melalui proses 

pengadilan formal, yang sering kali panjang dan kompleks. Sebagaimana 

diketahui, konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan ini diatur oleh 

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, yang menyediakan lima metode 

penyelesaian sengketa yaitu, konsultasi, negosiasi, mediasi, arbitrase, 

konsiliasi, dan penilaian ahli. 

G.     Metode Penelitian  

Metode penelitian dapat dipahami sebagai sebuah disiplin ilmu yang 

mempelajari berbagai langkah dan teknik yang digunakan untuk melakukan 

penyelidikan atau mencari solusi atas masalah yang diteliti. Secara lebih luas, 

metode penelitian merujuk pada serangkaian prosedur yang telah dirancang 

dan disusun dengan cermat dan terstruktur, yang bertujuan untuk 

mengeksplorasi dan menyelidiki masalah tertentu. Proses ini dirancang untuk 

memperoleh informasi yang dapat memberikan solusi atau menjawab 

pertanyaan terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain, 

metode penelitian adalah kerangka kerja yang memungkinkan peneliti untuk 

sistematis dalam mencari, menganalisis, dan mengevaluasi informasi guna 

mencapai pemahaman yang lebih mendalam atau menemukan jawaban yang 

relevan terhadap isu yang diteliti.29 

1.    Jenis Penelitian  

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam peelitian ini adalah 

melalui penelituian hukum normatif yang didukung dengan data 

                                                           
29 Urber Silalahi, 2009, Metodologi Penelitian Sosial, Sinar Grafika, Bandung, hal 12 
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wawancara, penelitian hukum normatif yaitu dalam artian nyata yakni 

studi dokumen yang menggunakan bahan hukum. dengan cara 

menganalisis norma hukum yang berlaku baik di sistem hukum formal 

serta dibantu dengan data wawancara tokoh adat (tradisi Tepung Tawar). 

untuk mendapatkan gambaran tentang penerapan Hukum Adat di 

masyarakat.  

2.    Pendekatan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan 4 

pendekatan penelitian yang dianggap relevan dengan judul yang penulis 

gunakan, di mana 4 pendekatan ini yang selanjutnya akan menunjang 

dalam mencari  informasi dari berbagai aspek untuk menghadapi isu 

yang diteliti kemudian akan diselesaikan guna mencari jawaban dari isu 

tersebut. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu: 

a) Pendekatan Perbandingan Hukum. 

Studi perbandingan hukum adalah untuk membandingkan hukum 

baik itu dalam suatu negara atau hukum dalam waktu tertentu 

dengan waktu lain.30 pada penelitian ini penulis membandingkan 

antara hukum adat yang terlah lama digunakan masyarakat Taba 

Pingin dengan sistem lebih baru yaitu restorative justice. 

b) Pendekatan Undang-Undang  

Pendekatan Undang-Undang merupakan suatu pendekatan yang 

memakai sebuah metode pembelajaran dari Undang-Undang serta 

peraturan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, 

                                                           
30 Ibid. hal 133 
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di mana pada pendekatan ini akan memberikan peluang bagi 

penulis untuk mengetahui apakah akan ada hubungan atau suatu 

kemiripan antar satu Undang-Undang dengan UUD 1945 ataupun 

dengan peraturan lainnya.31 

c) Pendekatan Sejarah Hukum  

Pendekatan sejarah hukum adalah metode yang digunakan dengan 

menelusuri latar belakang suatu isu serta perkembangannya dari 

waktu ke waktu. Pendekatan ini membantu peneliti dalam 

memahami landasan filosofis dan pola pikir yang melatarbelakangi 

permasalahan hukum yang dikaji. Dengan menggunakan 

pendekatan historis, peneliti dapat mengungkap keterkaitan antara 

isu yang diteliti dengan kondisi masa kini, sehingga relevansinya 

dapat lebih jelas dipahami.32 

d) Pendekatan Kasus. 

Pendekatan kasus merupakan sebuah metode yang diterapkan 

dengan cara menganalisis berbagai kasus yang memiliki 

keterkaitan dengan isu yang sedang diteliti.33 

3.    Bahan Hukum Penelitian  

Untuk memecahkan permasalahan hukum yang tengah terjadi 

sekaligus memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya dilakukan, 

perlu adanya sumber-sumber penelitian. Sumber hukum tersebut 

dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum 

sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya 

                                                           
31 Peter Mahmud Marzuki, 2005. Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, hal. 133 
32 Ibid. hal. 134 
33 Ibib. hal 134 
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autoratif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri 

dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam 

pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan 

bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan 

merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi yang dimaksud adalah 

seperti publikasi tentang hukum meluputi buku-buku teks, kamus-kamus 

hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan 

pengadilan.34 

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini yaitu referensi yang 

mempunyai kekuatan dalam mengikat hukum, pada penelitian 

bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah :  

1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)  

2) Kitab Undang Undang Simbur Cahaya 

3) Peraturan Perundang-undangan  

a) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak.  

b) Peraturan Kejaksaan RI No.15 Tahun 2020 tentang 

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan 

Restoratif.  

c) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana 

Berdasarkan Keadilan Restoratif. 

                                                           
34 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hal 141 
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b. Bahan Hukum Sekunder:  

Bahan hukum sekunder adalah sumber-sumber yang memberikan 

penjelasan atau interpretasi tambahan terhadap bahan hukum 

primer. Sumber-sumber ini meliputi studi pustaka buku, jurnal, 

pendapat para ahli atau sarjana hukum, kasus hukum, 

yurisprudensi, dan referensi yang diperoleh dari internet, dan 

literatur lainnya terkait yang semuanya dapat digunakan untuk 

mendukung penelitian hukum.35 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang membantu dalam 

menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

bahan hukum sekunder dapat berupa kamus, ensiklopedia, dan lain-

lain.36 

d.      Wawancara  

Selain dengan mengumpulkan bahan hukum diatas, penelitian ini 

juga dibantu dengan data wawancara, yaitu dengan mewawancarai 

pemangku adat kelurahan taba pingin Sumatera Selatan untuk 

mendapatkan gambaran tentang penerapan Hukum Adat (Tradisi 

Tepung Tawar) di masyarakat taba pingin. 

4.   Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

  Penelitian ini berfokus pada penelitian hukum normatif maka 

teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan studi kepustakaan 

melalui mengumpulkan dokumen-dokumen terkait, seperti putusan 

                                                           
35 Ibid  
36 Sigit Sapto Nugroho, et all, Metodologi Riset Hukum,Kabupaten Sukoharho, cetakan I, 

2020, Oase Pustaka.hal 68 
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pengadilan, dan peraturan-peraturan terkait Restorative Justice. Selain itu 

penelitian ini juga akan melakukan wawancara kepada tokoh adat untuk 

memperkuat penelitian ini. 

5.   Teknik Analisis Hukum  

Dalam penelitian normatif ini, teknik analisis hukum yang 

diterapkan adalah analisis hukum preskriptif. Metode ini digunakan 

untuk memberikan argumentasi yang mendalam berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan. Tujuan utama dari analisis hukum 

preskriptif adalah untuk mengevaluasi apakah sebuah peristiwa atau fakta 

hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Selain 

itu, teknik ini bertujuan untuk memberikan panduan atau solusi mengenai 

bagaimana hukum seharusnya diterapkan atau dimodifikasi agar dapat 

menangani peristiwa atau fakta hukum yang sedang diteliti 

secara lebih efektif. 

6.    Teknik Penarikan Kesimpulan   

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan oleh penulis dalam 

penulisan karya tulis ilmiah ini adalah deduktif. Deduktif adalah teknik 

penarikan kesimpulan berawal dari kesimpulan yang bersifat umum dan 

berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Secara rinci, proses ini 

dimulai dengan mengidentifikasi kebenaran umum mengenai suatu 

fenomena atau teori, kemudian menggeneralisasikan kebenaran tersebut 

pada kasus atau data yang memiliki karakteristik serupa dengan 

fenomena yang relevan. Proses ini dilakukan dengan menggunakan 

kaidah logika tertentu untuk mencapai kesimpulan yang valid. Setelah 
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analisis, akan disimpulkan metode mana yang lebih efektif dan adil 

dalam konteks masyarakat serta memberikan rekomendasi untuk 

implementasi yang lebih baik di masa mendatang.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Lexy Moelong, 2008, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Rosdakarya, Bandung, hal. 15. 
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Prohibita, Dalam Hukum Pidana, Kementerian Keuangan Republik 

Indonesia, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palopo/baca-

artikel/15198/Peran-Hakim-terkait-Dengan-Mala-In-Se-versus-Mala-

Prohibita-Dalam-Hukum-Pidana.html#  diakses pada 27 September 2024. 

Siti Alya Zikriena Poetri, detikSumut, 2024 Mengenal Sejarah Tradisi Tepung 

Tawar Khas Melayu. https://www.detik.com/sumut/berita/d-

7426609/mengenal-sejarah-tradisi-tepung-tawar-khas-melayu 

Tigor Robert Maruli Matondang – detik News 31 Okt 2022 Prinsip Keadilan 

Restoratif dan Pemulihan Hak Korban https://news.detik.com/kolom/d-

6378788/prinsip-keadilan-restoratif-dan-pemulihan-hak-korban. diakses 

pada 20 november 2024 

Vania Dinda Azura – detikSumbagsel Minggu, 12 Nov 2023 Mengenal Tradisi 

Tepung Tawar Perdamaian Palembang Mengenal Tradisi Tepung Tawar 

Perdamaian Palembang  https://www.detik.com/sumbagsel/budaya/d-

7031757/mengenal-tradisi-tepung-tawar-perdamaian-palembang diakses 

pada 20 november 2024. 
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D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 dan 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentangPenyesuaian 

Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP 

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian 

Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 811. 

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang 

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947 

Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tentang 

Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam 

Penyelesaian Perkara Pidana. 

E. WAWANCARA 

 Wawancara pribadi, Johan Samsah, Pemangku Adat Taba Pingin, Jl. Moneng 

Sepati, Rt.02 Kel, Taba Pingin Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, 

16 November 2024. 
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